A

Kementerian PPN/
Bappenas

KEYNOTE SPEECH
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman Tahun 2017
Jakarta, 4 Mei 2017




Q3
T~
1INy
S
[ =1
"3
h]
g

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018
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’ DIMENSI PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2015-2019

appenas

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR DIMENSI PEMERATAAN WILAYAH DAN
UNGGULAN KEWILAYAHAN
( Y4 )
e A
RevolusiMental Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi Antar Kelompok Desa dan Kawasan
L ) L U y Pendapatan Perdesaan
e N ( N\ ™
Pelayanan Pendidikan Kemaritiman dan Pembangunan (" _ N )
q ) Kelautan Pariwisata BB FEriiigel
dan Daerah Perkotaan
( ) - U\ J Perbatasan
Pelayanan Kesehatan N J
> / 4 N ( D
- N Percepatan Pertumbuhan Industri dan Peningkatan
Kawasan Ekonomi (KEK) Reforma Agraria Konektivitas
Perumahan dan Permukiman Nasional
N Y, - RN J




> Perkuatan Implementasi Money Follows Program

Kementerian PPN/
Bappenas

10 PN dan 30

Menajamkan Prioritas| Program Prioritas

Nasional

\# _ Pengendalian
Yvo o3 Memastikan ||» dilakukan sampai ke
... &) pelaksanaan program level proyek

Belanja K/L, Belanja Non
K/L, Belanja Transfer ke
Daerah, PHLN, BUMN,

MenajamKkan Integrasi “»
PINA dan Swasta

Sumber Pendanaan
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Kementerian PPN/
Bappenas

Resiko

* Asumsi ekonomi makro 2018 disusun dengan asumsi terjadi perbaikan pada pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan

dunia.

* Harga minyak dunia yang lebih tinggi dapat berdampak positif terhadap penerimaan. Namun dapat berdampak juga pada
kenaikan inflasi

Asumsi Ekonomi Makro 2018

INDIKATOR EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi (%)

54-6,1 5,6
Inflasi (%): average 35+1 4,0
Nilai Tukar (USD/IDR): average 13.600 - 13.900 13.700
ICP (USD/Barrel) - 55
Lifting Minyak (ribu barrel/hari) - 800
Lifting Gas (BOE/hari) - 1200




5 Target Pertumbuhan EKkonomi 2018: Sisi Produksi

Kementerian PPN/
Bappenas

6 sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap
pertumbuhan adalah:

Pertumbuhan (%) Sumber
Pertum
Peranan buhan
Range Point thd PDB (%) (%)
& Industri Pengolahan, Pertanian E Perdagangan

terutama nonmigas Industri
8 S 51-57 53
Pengolahan

: S 7 Jasa
(((A))) Informasi dan B Konstruksi @; . 77-84 7.9 10,2 0,8
Komunikasi - euangan
Perdagangan 56-6,3 5,8 13,3 0,8
_______________________________ Inf i
l: °rm",':' gan 10,5-11,9 10,9 5,4 0,6
3 Sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap AL
pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah: Jasa Keuangan 10,6 -11,5 11,0 4,4 0,5
ﬂ Industri Pengolahan Pertanian 3,6—4,0 3,8 12,4 0,5
Transportasi dan
w Pertanian - ' 8,3-9,2 8,5 4,2 0,3
Pergudangan
. Pertambangan dan
< Pariwisata ! 1,4-1,7 1,6 7,6 0,1
Penggalian
Sumber: Hasil Simulasi Bappenas Sumber: Perhitungan Bappenas
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Target Pertumbuhan Ekonomi 2018: Sisi Pengeluaran

Kementerian PPN/

Bappenas

Pertumbuhan Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 - 6,1
Komponen Sisi Pengeluaran Tahun 2018 (%) Y
e [

PDB 5,4-6,1 . . . o

, Konsumsi dan investasi harus menjadi
- Konsumsi RT 5,2 @' """ pendorong pertumbuhan
- Konsumsi LNPRT 85  86-87 Kebutuhan Investasi: Rp 5.191,5 - Rp 5.293,7 T
- Konsumsi Pemerintah 4,6 40-47
- Investasi (PMTB) 56

Konsumsi pemerintah akan relatif terbatas seiring | o
- Ekspor 18 28-38 , . . T8 1
’ o ruang fiskal yang sempit, dan prioritas pada
- Impor 1,9 3,2-4,0 alokasi belanja modal
/

Kinerja ekspor masih terbatas seiring dengan lemahnya ekonomi global dan stagnannya harga komoditas. Namun
ekspor jasa akan meningkat, terutama didorong oleh peningkatan pariwisata (termasuk pariwisata bahari)

Impor akan tumbuh lebih cepat dari ekspor, seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan permintaan

domestik

J

-

Sumber: Hasil Simulasi Bappenas
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RANCANGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS 2018

Kementerian PPN/

Bappenas

Tema RKP 2018 “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”

Revolusi Mental

Kesetaraan Gender

I.  PENDIDIKAN
1. Pendidikan Vokasi

2. Peningkatan kualitas guru

II. KESEHATAN

3. Peningkatan Kesehatan Ibu
dan Anak

4. Pencegahandan
Penanggulangan Penyakit

5. Preventif dan Promotif
(Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat)
III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6. Penyediaan Perumahan Layak

7.  Air Bersih dan Sanitasi

IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN
PARIWISATA

8. Pengembangan 3 Kawasan
Pariwisata (dari 10)

9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) (dari 10)

10. Pengembangan 3 Kawasan Industri
(KI) (dari 14)

11. Perbaikan Iklim Investasi dan
Penciptaan Lapangan Kerja

12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa
Bernilai Tambah Tinggi
V. KETAHANAN ENERGI
13. EBT dan Konservasi Energi

14. Pemenuhan Kebutuhan Energi

VI. KETAHANAN PANGAN
15. Peningkatan Produksi pangan

16. Pembangunan sarana dan prasarana
pertanian (termasuk irigasi)

VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN
17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat
Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil,
dan Koperasi
VIIL. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS,
DAN KEMARITIMAN
20. Pengembangan Sarana dan Prasarana
Transportasi (darat, laut, udara, dan
inter-maoda)
21. Pengembangan Telekomunikasi dan
Informatika
IX. PEMBANGUNAN WILAYAH
22. Pembangunan Wilayah Perbatasan
dan Daerah Tertinggal
23. Pembangunan Perdesaan
24. Reforma Agraria
25. Pencegahan dan Penanggulangan
Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
26. Percepatan Pembangunan Papua

X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN

27. Penguatan Pertahanan
28.  Stabilitas Politik dan Keamanan

PRIORITAS KHUSUS

Asian Games dan Asian Para Games

- = Pengarusutamaan/Mainstreaming

29, Kepastian Hukum

30. Reformasi Birokrasi

Perubahan Iklim

Pemerataan

Tata kelola
Pemerintahan yang
Baik
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Pembangunan
Infrastruktur, Konektifitas dan Kemaritiman
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> Pengurangan Disparitas Regional dan Antar Pulau

Kementerian PPN/
Bappenas

Wilayah Kalimantan Wilayah Sulawesi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi 7,83
Wilayah Sumatera Tingkat Kemiskinan Tingkat Kemiskinan 9,96

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Kemiskinan

Tingkat Pengangguran Terbuka 4,00

Wilayah Papua
Tingkat Pengangguran Terbuka

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,81

Tingkat Kemiskinan 25,85
Tingkat Pengangguran Terbuka 3,60

Wilayah Jawa
Laju Pertumbuhan Ekonomi

Wilayah Maluku

Tingkat Kemiskinan

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,10

Tingkat Kemiskinan 12,52

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,22 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,90
Sumber: Hasil Simulasi Kedeputian Bidang Pengembangan

) o Tingkat Kemiskinan 13,87
Regional dan Kedeputian Bidang Kependudukan dan .
Ketenagakerjaan, Bappenas (2016) Tingkat Pengangguran Terbuka 2,80

Tingkat Pengangguran Terbuka

Wilayah Bali Nusa Tenggara
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Rute Subsidi Angkutan Barang Tol Laut Pada Pelabuhan Non-Komersil 2016
Untuk Mengurangi Disparitas Harga

“Dengan dilaksanakannya program Subsidi Angkutan Barang Tol Laut pada enam (6) rute/trayek non-komersil pada

tahun 2016 akan menurunkan disparitas harga dan meningkatkan aktivitas hinterland di pelabuhan non-komersi

* - T-1=KM FREEDOM

Sumber: Kementerian Perhubungan,; Kementreian Perdagangan;
dan-Kementerian-KoordinatorBidangKemakiticaan

BELAWAN/ TAHUNA LIRUNG

KUALA TANJUNG TAREMPA NATUNA

MOROTAI

e AN
’

-
-

-
-
e

" TOBELO
Ay

\

£ WAISOR || BIAK

MANOKWARI

—
-

m——

NAMLEA

~
~
Seae

WANCI

TANJUNG PRIOK

MOA

- T-2 = KM MENTARI PERDANA

.
PO g ¥ -
- =
P e e .
S~ - oF
e * 5 »
S~
.
-

SAUMLAKI DOBO

- T-3=KM CIN IlI-22

- T-4 = KM MERATUS ULTIMA |
- T-5=KM CIN 111-32

- T-6 =KM CJN 1lI-4

TANJUNG PERAK

WAINGAPU ROTE

SABU LARANTUKA

MERAUKE

@ - HuBPORT

I”

Rute ke Lima Pelabuhan Hub Tol Laut

Rute ke 19 Pelabuhan Feeder Tol Laut

Rute Subsidi Angkutan Barang Tol

Laut:

* Mengintegrasikan pelabuhan
hub Tol Laut ke Kawasan
tertinggal yang memilki potensi
peningkatan skala ekonomi
wilayahnya
Rute akan direview secara
periodik,

Gerai maritim sebagai tempat
distribusi barang di pelabuhan
tujuan yang dikoordinasikan
oleh Pemerintah daerah

Rute Subsidi Angkutan Laut Keperintisan

Revitalisasi PELRA
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Rute Tol Laut untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

PANJANG

TANJUNG PRIOK

TANJUNG EMAS

/SEMARANG

TANJUNG PERAK

TENAU KUPANG

MALAHAYATI PONTIANAK KARIANGAU PALARAN
. BALIKPAPAN SAMARINDA
l TERNATE
BANJARMASIN PANTOLOAN
AMBON JAYAPURA
SAMPIT KENDARI
BELAWAN/ hei BITUNG
KUALA TANJUNG
SORONG

@ = FEEDERRORT

=7 TRAVEK BHEBIRL tAUT

Rute ke Lima Pelabuhan Hub Tol

Laut:

* Mengkonsolidasikan peti kemas

* Menghubungkan lima
pelabuhan dengan pelayaran
jarak jauh dengan jadwal tetap
dan teratur

Rute ke 19 Pelabuhan Feeder Tol

Laut:

* Menghubungkan pelabuhan
hub ke pusat kegiatan
sekitarnya (pelabuhan feeder)
dengan pelayaran tetap dan
teratur

Rute Subsidi Angkutan Barang Tol Laut
Rute Subsidi Angkutan Laut Keperintisan

Revitalisasi PELRA
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¥ Dukungan Antarmoda untuk Pengembangan Kawasan Pegunungan Tengah Papua

Kementerian PPN/
Bappenas

Jangka Pendek
1. Pengembangan Ekonomi Wilayah:
* Pengembangan Gerai Maritim di Timika
* Pengembangan sentra industri kopi
* Pengembangan sayur organik, ubi jalar, dan buah merah
* Pengembangan hasil perikanan darat
2. Dukungan Tol Laut:
* Penyediaan subsidi transportasi udara untuk pegunungan tengah dan
daerah yang belum memperoleh dukungan akses darat dan laut
* PSO angkutan laut keTimika
* Re-route armada hub Tol Laut yang menghubungkan pel. Pomako
dengan pel.hub terdekat.
3. Dukungan Lainnya:

* Pengoperasian Pangkalan Pendaratan lkan Pomako, fasilitas
pengolahan ikan, dan pengadaan kapal perikanan

Jangka Menengah
1. Pengembangan Ekonomi Wilayah:
* Pembangunan Pasar rakyat, Pusat Distribusi Regional di Jayapura dan
Sorong, serta Pusat Distribusi Provinsi
* Pengembangan sentra produksi sayur organik dan buah-buahan
* Pengembangan Pariwisata Danau Habema
* Pengembangan industri strategis di Timika
* Pengembangan perikanan budidaya ikan di Kab Mimika
2. Dukungan Tol Laut:
* Pembangunan Jalan Timika — Kenyam
* Peningkatan manajemen pengelolaan pelabuhan di Kawasan Py
Indonesia Timur melalui pembentukan holding company
3. Dukungan Lainnya:

* Pembangunan water treatment dan sistem kelistrikan

Power Station -,

istic Conter % *

=== Jalan Eksisting

& Industri Kopi

== === Rencanalalan . /
== == = Tol Udara ﬁ‘} sayur Organtl e

= dan Buah-buahan
Kapal Subsidi Tol - . Tanah Merah =
Laut (KM Freedom) + Perikanan Darat
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¥ Dukungan Antarmoda untuk Pengembangan Kawasan Pegunungan Tengah Papua

Kementerian PPN/
Bappenas

* Melalui pengembangan angkutan sungai dari Agats — Mumugu dan ruas

jalan Mumugu — Kenyam telah dapat menurunkan harga semen hingga 57% g
di Kenyam, namun belum bisa menjangkau Wamena. -
* Pembangunan jalan Kenyam — Wamena baru akan selesai pada 2018 !‘2} E
sehingga dalam jangka pendek dibutuhkan Tol Udara Timika — Wamena dan =, Kasonawaja
sekitarnya untuk menurunkan harga di Pegunungan Tengah. % e
Nimbotong 2- e
Penurunan Harga Semula Men jadi E
Arso '3
Pembukaan Jalan Di Kab Nduga: e Py _ ___-““-Ef"h
Trans Papua Ruas * Semen Rp 750. 000/ sak Rp 300. 000/sak P Nabire 7 \\ Dabr’&\'qj ---------
Mumugu (Asmat) - Sebagai “a\l‘\‘."i G Senggi
o .
Kenyam (Nduga) integrasi dengan Sugapa ’“"'“u..a~ .g,% e“\a .5Kobakma ot Tengon
Pelabuhan Timika (ﬁ il Sl"ak/“mm@{ s\\““ Elanm \ &
(www. netralitas. com) dan Mumugu Moanemani 'y "~ ENarOtali ®
< Wagete llaga see-e a‘ B e

Pelayanan Tol Laut <« Tepung Terigu Rp 10.000/kg Rp 7.600/kg P°‘”°'s"“i°“f':'- ,
ke Pelabuhan Biak < Beras kualitas Logistic Conter -
Rojolele Rp 269. 000/sak Rp 238.000/sak '
(www. elshinta. com) Minyak goreng
Gula pasir Rpl5 ribu/liter  Rpl3 ribu/liter 1
Rp15 ribu/ke Rp13. 500, 00/kg apal B

Oksibil &

Pelayanan Tol Laut Sejak stok dari -
ke Pelabuhan Makassar masuk: : - Jalan Eksisting =% Industri Kopi G
Manokwari + cabai rawit Rp 70.000/kg Rp 40.000/kg == === Rencana Jalan Sayur Organik /
(www. harianpapua. com) e telur ayam ras Rp 60.000/ rak Rp 50. 000/ rak I == === Tol Udara m v Waropko

dan Buah-buahan /

Kapal Subsidi Tol - . Tanah Merah _\
Laut (KM Freedom) Perikanan Darat

Pelayanan Tol Laut Biaya angkut Rp 17 juta/ Rp 11 juta/
ke Pelabuhan kontainer di kontainer kontainer
Merauke pelabuhan

(www. harianpapua. com)



Integrasi Pelabuhan Laut, Pelabuhan Perikanan, KEK, dan KIP

Kementerian PPN/
Bappenas

MALAHAYATI BELAWAN/ KI-PORT Kl Ki KARIANGAU

BITUNG Kl TELUK BITUNG
KUALA TANJUNG LANDE K BATULICIN BALIKPAPAN

BATU AMPAR BATAM PP RANAI FRNUNG SENBES
BANJARMASIN
PALARAN

Kl BULI
SAMARINDA
AMBON JAYAPURA
PPS BELAWAN KEK TJ KELAYANG PANTOLOJ}I}I_ _
.

KEK-KI SEI MANGKEI ) SORONG
Kl FUTURE HUB

TELUK BAYUR MOROWALI

vi PPS
PPS BUNGUS : . BITUNG

KEK TJ API API

PALEMBANG

PANJANG — KI TANGGAMUS

PPS NIZAM ZACHMAN

KI TELUK BINTUNI

KEK MOROTAI PPP SORONG

MAKASAR

LN T

KEK TJ LESUNG

PP MERAUKE

TANIUNG PRIOK

TENAU
KUPANG == = RUTE PENDULUM/HUB

TANJUNG EMAS TANJUNG KEK PP TELUK ' RUTE FEEDER
/ SEMARANG PERAK MANDALIKA AWANG PP TENAU

PATIMBAN

PPS

CILACAP

. - PELABUHAN HUB . —> PELABUHAN PERIKANAN EKSPOR - - KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PPS (PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA)
PP (PELABUHAN PERIKANAN)

= PELABUHAN FEEDER . - PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA A - KAWASAN INDUSTRI Prioritas (KIP) PPP (PELABUHAN PERIKANAN PANTAI)
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PETA RENCANA INDUK JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI GAS BUMI NASIONAL TAHUN 2010 - 2025

VIO M3N YNdVd

0 500
kilometers
LEGENDA :
KATEGORI | : OPPEN ACCESS KATEGORI Il : DEDICATED HILIR KATEGORI V : JARINGAN GAS KOTA
Jaringan Pipa Transmisi Yang Telah Ada Jaringan Pipa Hilir (Distribusi) Yang Telah Ada : Wiaysh Jaringan Gas Kota (Migas) d Power Plant
e = Ph e —
————— Rencana Jaringan Pipa Transmisl Rencana Jaringan Pipa Hilir (Distribusi) E——: Fonsens Wilsysh s Ma  industn
wblery—d Jaringan Pipa Distribusi Yang Telah Ada Ll Rencana Jaringan Pipa Hilir (Transmisi) = 9
b e Rencana Wi Jari n Distribusi Metering Station
TR NG ER Dit KATEGORI IV : PEMAKAIAN SENDIRI Eood - @ na
KATEGORI il : DEDICATED HULU m
Jaringan Pemakaian Sendiri Telah Ada Lapangan Gas Kilang
Jaringan Pipa Hulu Telsh Ada s e R s e R S ‘

——— ——_Rencana Jaringan Pipa Hulu
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Rencana Aksi Kelautan Indonesia




> PILAR MEWUJUDKAN
POROS MARITIM DUNIA




5 KETERKAITAN RPJP -- RPJM-- UU KELAUTAN --

e KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA — DAN DEKLARASI POROS MARITIM

a4 N

e

RPJPN 2005-2025 (UU No.17/2007) UU Kelautan (UU No. 32/2014)

» VISl : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil Pasal 13: Pemerintah menetapkan Kebijakan
dan Makmur Pembangunan Kelautan Terpadu jangka

» MISI KE-7: Mewujudkan Indonesia panjang, jangka menengah, dan jangka pendek
menjadi Negara kepulauan yang mandiri, N
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan ‘
nasional

Arahan Presiden pada Ratas

J, 20 Agustus 2016
» Kemenko Kemaritiman, Bappenas, dan K/L

mengkoordinasikan pendetilan Rencana Jangka Menengah
RPJMN 2015-2019 (Perpres N0.2/2015) Poros Maritim dalam RPJMN 2015-2019
» Memuat 7 Misi Indonesia Arahan Presiden pada Ratas
Pembangunan sebagai — ) 15 Juni 2016 .
» Memuat NAWACITA =9 negara > Zg:lsak;;eizr:bangunan Kelautan yang disusun Menkomar
Agenda Prioritas Maritim / » Harus jelas sasaran kegiatan dan Output

v f :

Perpres No. 16/2017
. I . . C Db Dokumen Konsepsi Poros Maritim, RAN Kebijakan Kelautan Indonesia
[ Deklarasi Poros Maritim Presiden : 5 Pilar ]% yang disusun Bappenas —> (RAN Pembangunan Kelautan dan
\_ Kemaritiman)

]




5 RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

Kementerian PPN/
Bappenas

o +  Batas Laut dan Diplomasi Maritim

*  Toponimi

* Tata Ruang Laut

*  Pemetaan Landas Kontinen dan
Inventarisasi Sumber Daya Kelautan

Batas Maritim
Ruang Laut,
Diplomasi

aritim

* Nelayan, dan o
Masyarakat Pesisir e

* Iptek Kelautan

* Pelayaran

+  SDM dan Tenaga Kerja Budaya Bahari Industri * Industri
ManHmican Perkapalan

Konektivitas P
Laut * Pelabuhan

Kebijakan Kelautan
Indonesia / Perikanan

*  Pertambangan dan
Energi

*  Wisata Bahari

* Konservasi

* Rehabilitasi dan
Pencemaran Laut

*  Pengelolaan Pulau-
Pulau Kecil

-

e Pertahanan Laut
* Keamananan Laut
* 1UU Fishing

Pertahanan dan
Keamanan laut

Industri Sumber
Daya Alam dan Jasa
Kelautan, serta

Pengelolaan
Lingkungan laut
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Komitmen Global :

Sustainable Development Goal 14
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Kementerian PPN/
Bappenas

SDGs
17 Goal, 169 Target, 241 Indicator

PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL
5 Goal, 47 Target, 77 Indikator

Goal 1: Tanpa
Kemisikinan;

Goal 2: Tanpa
Kelaparan;

Goal 3: Kehidupan
Sehat & Sejahtera;

Goal 4: Pendidikan
Berkualitas;

Goal 5: Kesetaraan

Gender;

PILAR PEMBANGUNAN
EKONOMI
5 Goal, 54 Target, 72 Indikators

Goal 7: Energi
Bersih &
Terjangkau;

Goal 8: Pekerjaan
Layak & Pertum-
buhan Ekonomi

Goal 9: Industri,
Inovasi &
Infrastruktur;

Goal 10:
Berkurangnya
Kesenjangan;

Goal 17: Kemitraan
untuk Mencapai
Tujuan;

PILAR PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN
6 Goal, 56 Target, 69 Indikator

Goal 6: Air Bersih &
Sanitasi Layak;

Goal 11: Kota &
Permukiman yang
Berkelanjutan

Goal 12: Konsumsi &
— Produksi yg Ber-

tanggung Jawab

| m Goal 13: Penanganan
€~P perubahan Iklim;

| Goal 14: Ekosistem
) ot Lautan;

Goal 15: Ekosistem

PILAR PEMBANGUNAN
HUKUM & TATA KELOLA
1 Goal, 12 Target, 23
Indikator

Goal 16:
Perdamaian,
Keadilan &
Kelembagaan
yang Tangguh

1 LIFE
BELOW WATER

TUJUAN 14
Melestarikan dan
Memanfaatkan Secara
Berkelanjutan Sumber
Daya Kelautan dan
Samudera untuk
Pembangunan
Berkelanjutan




> PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Kementerian PPN/
Bappenas

. Penetapan Indikator

: Kebijalfan & Program 1. Peningkatan Kapasitas

. Persiapan Data dan Informasi ?g Ilze;r_lan;auan/%a?_ Evgh_lz}si o

. Sosialisasi/Diseminas, . Policy Paper/Policy Brief sebagai
Komunikas{i & Advokasi PEMERINTAH | AKADEMISI dasar Policy Formulation

. Monev & Pelaporan &l &

. Dukungan Regulasi & Anggaran

PARLEMEN | PAKAR

ORGANISASI
MASYARAKAT SIPIL

&
. Advokasi Pelaku Usaha
. Fasilitasi Program
. Peningkatan Kapasitas
. Dukungan Pendanaan

MEDIA 1. Diseminasi dan Advokasi
2. Fasilitasi Program
3. Membangun pemahaman publik
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